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ABSTRAK

DWIPUTRI HIJRIANI ANWAR (B111 16 546), Tinjauan Yuridis
Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Tanda Tangan Surat Keterangan
Cerai (Studi Kasus Putusan No. 97/Pid.B/2019/PN.Snj) dibimbing oleh
Ibu Audyna Mayasari Muin dan lbu Dara Indrawati.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kualifikasi tindak
pidana pada kasus pemalsuan tanda tangan pada perkara No.
97/Pid.B/2019/PN.Snj dan untuk mengetahui penerapan hukum pidana
materiil dalam kasus tindak pidana pemalsuan tanda tangan pada
perkara No. 97/Pid.B/2019/PN.Sn;.

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah metode
pendekatan hukum normatif, dengan teknik pengumpulan data yaitu
studi pustaka. Data dilengkapi dengan data sekunder dari berbagai
macam literatur seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, artikel
dan berbagai macam Literatur yang terkait dengan objek penelitian
kemudian dikaji dengan menggunakan teknik kualitatif dan disajikan
secara deskriptif.

Berdasarkan hasli penelitian, diperoleh kesimpulan, yaitu : 1)
kualifikasi tindak pidana pemalsuan tanda tangan dalam hukum pidana
dengan perkara Putusan No. 97/Pid.B/2019/PN.Snj menggunakan
Pasal 263 Ayat (1) KUHP karena telah memenuhi unsur-unsur yang
ada dalam Pasal tersebut. 2) pertimbangan hukum hakim dalam
perkara Putusan No. 97/Pid.B/2019/PN.Snj telah sesuai dan telah
memenuhi unsur delik yang ada didalam Pasal 263 Ayat (1) KUHP
tentang Tindak Pidana Pemalsuan Surat.

(Kata Kunci: Tindak Pidana, Pemalsuan Tanda Tangan, Surat
Keterangan Cerai)
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ABSTRACT

DWIPUTRI HIJRIANI ANWAR (B111 16 546), Legal Perspective on
Criminal Act of Signature Forgery of Divorce Sertificate (Case Study
Number 97/Pid.B/2019/PN.Snj). Supervised by Audyna Mayasari Muin
as the first mentor and Dara Indrawati as the second mentor.

This research aims to knowing the qualificatons of criminal act
on signature forgery and in order to knowing the implementations of its
cases on material criminal law in Case Study Number
97/Pid.B/2019/PN.Sn;.

The method of this research using normative method, the
thecnique of this method is collecting data by using literature review.
The data of this method equipped by other literatures such as Kitab
Undang-Undang Hukum Pidana, other articels, and other literatures
that related with the object of this method, then inspected by using
gualitative method and completed in description text.

Based on a result, the conclusions of this research are: 1) the
gualification of signature forgery on crime law in Case Study Number
97/Pid.B/2019/PN.Snj, have fulfilled the elements on the Article
Number 263 Paragraph (1) on Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
as the standart legal of this research. 2) Legal considerations of the
Judges on Case Study Number 97/Pid.B/2019/PN.Snj are suitable and
fulfill the offense elements on Article Number 263 Paragraph (1) on
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana about Criminal Act of Signature
Forgery.

(Keywords: Criminal Act, Signature Forgery, Divorce Sertificate)
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Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan penguasa dan pemilik
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan makhluk sosial yang selalu berkaitan
dengan hukum. Hal tersebut adalah dua intensitas yang tidak
bisa dipisahkan, dimana ada manusia pasti ada hukum yang
mengikut, karena hukum merupakan norma-norma yang
mengatur kehidupan bermasyarakat. Tanpa adanya hukum,
manusia seperti berjalan tanpa arah. Dari hal itulah manusia
dapat mempertahankan hak serta mengatur kehidupannya.

Hukum dalam pembuatannya mengandung larangan dan
perintah atau keharusan yang terhadap pelanggarannya diancam
dengan pidana (sanksi hukum) bagi mereka yang
mewujudkannya.! Hukum harus mengikuti perkembangan zaman
agar manusia dapat menyesuaikan dengan lingkungan
kemasyarakatan sehingga mudah untuk dipatuhi.

Meskipun setiap kehidupan telah di atur oleh hukum, tetapi

masih banyak orang-orang yang tidak peduli terhadap hal

1 H. A. Zainal Abidin Farid, 2014, Hukum Pidana I, Sinar Grafika, Jakarta, him. 1.



tersebut sehingga merugikan banyak pihak. Salah satu kejahatan
yang sering kali dianggap sepele adalah pemalsuan.

Kejahatan pemalsuan adalah suatu perbuatan yang
dilakukan untuk membuat sesuatu yang berisi ketidakbenaran
dan perbuatan tersebut dapat merugikan orang lain. Kejahatan
pemalsuan sangat bertentangan dengan norma serta
kepercayaan masyarakat. Jika kita membahas tindak pidana
pemalsuan, apalagi dalam tindak pidana pemalsuan surat,
cakupannya begitu luas dan sangat kompleks.

Surat adalah lembaran kertas yang diatasnya terdapat tulisan
kata, frasa dan/ atau kalimat yang terdiri huruf-huruf dan/ atau
angka dalam bentuk apapun dan dibuat dengan cara apapun
yang tulisan mana mengandung arti dan/atau makna buah
pikiran manusia.?

Di dalam surat terkandung arti atau makna dari sebuah
pikiran, yang kebenarannya harus di lindungi. Diadakannya
kejahatan pemalsuan surat di tujukan pada perlindungan hukum
terhadap kepercayaan masyarakat akan kebenaran isi surat.
Pemalsuan surat (valschheid in geschriften) diatur dalam BAB

Xl buku Il KUHPidana, dari Pasal 263 s/d Pasal 276 KUHPidana,

2 Adami Chazawi dan Ardi Ferdian, 2014, Tindak Pidana Pemalsuan, PT.
RajaGrafindo Persada, Jakarta, him. 135.



yang dapat dibedakan menjadi 7 macam kejahatan pemalsuan
surat, yakni® :
1. Pemalsuan surat pada umumnya: bentuk pokok
pemalsuan surat (Pasal 263);
2. Pemalsuan surat yang di perberat (Pasal 264);
3. Menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam akta
autentik (Pasal 266);
4. Pemalsuan surat keterangan dokter (Pasal 267, Pasal
268);
5. Pemalsuan surat-surat tertentu (Pasal 269, Pasal 270,
Pasal 271)
6. Pemalsuan surat keterangan pejabat tentang hak milik
(Pasal 274)
7. Menyimpan bahan atau benda untuk pemalsuan surat

(Pasal 275).

Kejahatan pemalsuan surat yang dimuat dalam Pasal 263
merumuskan sebagai berikut :

(1) Barangsiapa membuat surat palsu atau memalsukan
surat, yang dapat menerbitkan sesuatu hak, sesuatu
perjanjian (kewajiban) atau sesuatu pembebasan hutang,
atau yang boleh di peruntukkan sebagai keterangan bagi

3 Adami Chazawi, 2001, Kejahatan Mengenai Pemalsuan, PT. RajaGrafindo Persada,
Jakarta, him. 97.



suatu perbuatan, dengan maksud akan menggunakan
atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu
seolah-olah itu asli dan tidak dipalsukan, maka kalau
pergunakannya dapat mendatangkan sesuatu kerugian
dihukum karena pemalsuan surat, dengan hukuman
penjara selama-lamanya enam tahun.

(2) Dengan hukuman yang serupa itu juga dihukum, barang
siapa dengan sengaja menggunakan surat palsu atau
yang dipalsukan itu seolah-olah surat itu asli dan tidak
dipalsukan, kalau hal mempergunakan dapat
mendatangkan sesuatu kerugian.

Kasus tindak pidana pemalsuan surat yang akan dibahas
oleh penulis kali ini ialah pemalsuan tandatangan yang dilakukan
oleh Rikmawati di Sinjai, Sulawesi Selatan. Rikmawati
merupakan istri dari saksi korban yang bernama Hamuddin. Pada
bulan April 2019, Rikmawati pulang ke kampung halamannya
dengan tujuan ingin mengurus akta cerai di Pengadilan Agama
Sinjai, namun setelah melapor ke Ilurah Lamattirilau yang
mengatakan bahwa pengurusan akta cerai memakan waktu yang
agak lama jadi terdakwa disarankan untuk mengurus saja surat
keterangan pisah ranjang dari lurah setempat. Pada tanggal 7
Juni 2019, terdakwa Rikmawati kembali kerumah Ilurah
Lamattirilau Bapak AS ad Mustain dengan maksud ingin meminta
surat keterangan bahwa suami terdakwa telah menceraikan

terdakwa sambil Pak lurah menjelaskan bahwa didalam surat

tersebut harus ditandatangani oleh mantan suami dan dua orang



saksi. Kemudian terdakwa langsung menuju kerumah mantan
suami yaitu saksi korban Hamuddin dan menyodorkan surat
tersebut agar di tandatangani oleh saksi korban. Akan tetapi,
saksi korban menolak dan hal itulah yang membuat Rikmawati
kecewa sehingga memalsukan tandatangan saksi korban.
Rikmawati memalsukan dua tandatangan sekaligus, tandatangan
atas nama Hamuddin (mantan suami terdakwa) dan saksi Ambo
Tepu. Selanjutnya, terdakwa membawa surat tersebut ke rumah
Pak lurah. Kemudian pada tanggal 9 Juni 2019 terdakwa di
telepon oleh Pak lurah yang mengatakan bahwa mantan suami
atau saksi korban tidak pernah menjatuhkan talak 1 kepada
terdakwa sehingga saksi korban merasa keberatan karena
tandatangannya di palsukan. Dalam amar putusannya, Rikmawati
secara sah dan meyakinkan bersalah telah melanggar Pasal 263
Ayat (1) tentang tindak pidana “pemalsuan surat” dan dijatuhi
pidana penjara selama 9 (Sembilan) bulan.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis tertarik
untuk meneliti kasus tersebut sebagai tugas akhir atau skripsi
penulisdengan judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak
Pidana Pemalsuan Tanda Tangan Surat Keterangan Cerai

(Studi Kasus Putusan No. 97/Pid.B/2019/PN.Snj).”



B. Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka
penulismerumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah kualifikasi perbuatan dalam tindak pidana
pemalsuan tanda tangan surat keterangan cerai berdasarkan
hukum pidana?

2. Bagaimanakah pertimbangan hukum hakim terhadap tindak
pidana pemalsuan tanda tangan surat keterangan cerai

berdasarkan Putusan No. 97/Pid.B/2019/PN.Snj?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang akan dicapai dari penelitian ini, yaitu :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis kualifikasi perbuatan
dalam tindak pidana pemalsuan tanda tangan surat
keterangan cerai berdasarkan hukum pidana; dan

2. Untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim berdasarkan

Putusan No. 97/Pid.B/2019/PN.Snj.

D. Kegunaan Penelitian
Adapun kegunaan dari penelitian ini antara lain :
1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam kajian

Ilmu pengetahuan khususnya hukum pidana; dan



2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi
akademisi dalam melakukan penelitian lebih mendalam
terhadap tindak pidana pemalsuan surat khususnya
pemalsuan tanda tangan serta dapat memperoleh
pengetahuan pada sisi pertimbangan hukum hakim dalam
menentukan akibat hukum yang diterima oleh pelaku tindak

pidana pemalsuan tanda tangan.

E. Keaslian Penelitian
Keaslian penelitian dapat dipertanggungjawabkan meskipun
ada kemiripan judul dengan penelitian lain. Adapun kemiripan
judul penelitian lain terhadap judul penelitian ini dan
perbedaannya adalah sebagai berikut :

1. Judul penelitian “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana
Pemalsuan Surat (Studi Putusan Nomor.
117/Pid.B/2019/PN.Mks) oleh Dielvani Theresa Djaruu
B111 15 307 Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
menggunakan metode penelitian normatif-empiris yang
bertempat di Pengadilan Negeri Makassar. Sedangkan
penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah metode
penelitian yuridis-normatif yang dilakukan di perpustakaan

Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Kemudian yang



menjadi perbedaan lainnya, pada penelitian Dielvani
Theresa Djaruu membahas tentang pemalsuan Kartu
Tanda Penduduk (KTP) dan kartu peserta ujian Calon
Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang dilakukan oleh
Musriadi selaku terdakwa dan melibatkan Martin Tumpak
Rumapea selaku orang yang fotonya dipasang pada Kartu
Tanda Penduduk (KTP) palsu, atas perbuatannya
terdakwa dijatuhi Pasal 263 Ayat (1) jo. Pasal 55 Ayat (1)
KUHP. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh
penulismembahas tentang tindak pidana pemalsuan surat
dalam hal ini tanda tangan dalam pengurusan surat
keterangan cerai oleh terdakwa Rikmawati dan saksi
korban atas nama Hamuddin dan Ambo Tepu.

. Judul penelitian “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana
Pemalsuan Surat (Analisis Putusan No.
428/Pid.B/2017/PN.Mks)” oleh Agussalim B111 13 330
Fakultas Hukum  Universitas Hasanuddin. Yang
membedakan penelitian ini dengan penelitian oleh
Agussalim ialah pada rumusan masalah pertama
bagaimana pengaturan hukum mengenai pemalsuan surat
di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,

sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis pada



rumusan masalah pertama membahas tentang kualifikasi
perbuatan dalam tindak pidana pemalsuan tanda tangan
dalam pengurusan surat keterangan cerai berdasarkan

hukum pidana.

F. Metode Penelitian
1. Lokasi Penelitian

Berdasarkan judul skripsi penulis “Tinjauan Yuridis
Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Tanda Tangan Surat
Keterangan Cerai  (Studi Kasus Putusan No.
97/Pid.B/2019/PN.Snj)”, maka penulis melakukan penelitian
di Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
agar penulis memperoleh informasi yang sesuai dengan

rumusan masalah yang diteliti oleh penulis.

2. Jenis dan Tipe Penelitian
Dalam melakukan penelitian ini penulismenggunakan
metode yuridis normatif. Penelitian hukum normatif disebut
juga penelitian hukum doktrinal. Pada penelitian ini, hukum
dikonsepkan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan

perundang-undangan (law in books) atau hukum yang



dikonsepkan sebagai kaidah atau norma yang merupakan
acuan masyarakat dalam berperilaku.*

Penelitian hukum normatif yang meneliti dan
menelaah bahan pustaka atau data sekunder, maka
penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum

kepustakaan, penelitian hukum teoritis/dogmatis.®

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum
Jenis dan sumber data yang digunakan penulis

dalam melakukan penelitian adalah sebagai berikut :

1. Data Primer
Data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah
putusan No. 97/Pid.B/2019/PN.Sn|.

2. Data Sekunder
Data sekunder adalah data yang diperoleh berdasarkan
studi kepustakaan. Dalam penelitian ini, data sekunder
yang digunakan penulis adalah buku, jurnal, artikel,

peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun

4 Amiruddin dan H. Zainal Asikin, 2004, Pengantar Metode Penelitian Hukum, PT.
RajaGrafindo, Jakarta, him. 118.

5 H. Ishag, 2017, Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis serta
Disertasi, Alfabeta, Bandung, him. 66.
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bacaan lain yang berkaitan dengan rumusan masalah

yang penulis teliti.

4.  Teknik Penulisan Bahan Hukum
Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik
pengumpulan data sebagai berikut :

1. Studi kepustakaan yaitu dengan mengumpulkan
bahan pustaka berupa buku, peraturan
perundang-undangan serta literatur-literatur
sebagai penunjang dalam penelitian ini.

2. Wawancara yang dilakukan kepada pihak yang
menangani kasus ini yaitu hakim Pengadilan

Negeri Sinjai.

5. Analisis Bahan Hukum
Data yang telah diperoleh dan dikumpulkan baik
bahan hukum primer, maupun bahan hukum sekunder
maka data tersebut dianalisis secara kualitatif, selanjutnya
disajikan dengan cara deskriptif yaitu dengan
menjelaskan, menguraikan  dan menggambarkan
permasalahan beserta penyelesaiannya yang berkaitan

erat dengan penulisan ini sehingga dapat diperoleh
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kesimpulan yang mampu menjawab rumusan masalah

dalam penelitian ini.
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BAB Il
TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS KUALIFIKASI TINDAK PIDANA
PEMALSUAN TANDA TANGAN SURAT KETERANGAN CERAI

(Studi Kasus Putusan No. 97/Pid.B/2019/PN.Snj)

A. Tinjauan Pustaka Kualifikasi Tindak Pidana Pemalsuan
Tanda Tangan Surat Keterangan Cerai
1. Tindak Pidana

a. Pengertian Tindak Pidana

Pengertian tindak pidana hanya berisi tentang karakteristik
perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana.
Pemahaman mengenai pengertian tindak pidana ini penting
bukan saja untuk kepentingan akademis, tetapi juga dalam
rangka pembangunan kesadaran hukum masyarakat. Bagaimana
mungkin masyarakat dapat berbuat sesuai yang diharapkan oleh
hukum (pidana), jika pedoman bertingkah laku itu tidak dipahami.

Oleh karena itu, yang penting bukan hanya apa yang masyarakat

13



ketahui mengenai tindak pidana, tetapi ada yang seharusnya

mereka ketahui.®

Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung
suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang
dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada

peristiwa hukum pidana.’

Pembentuk undang-undang kita telah menggunakan
perkataan strafbaar feit untuk menyebutkan apa yang kita kenal
sebagai “tindak pidana” di dalam Kitab Undang-Undang Hukum
Pidana tanpa memberikan sesuatu penjelasan mengenai apa
yang sebenarnya dimaksud dengan perkataan strafbaar feit

tersebut.

Perkataan feit itu sendiri di dalam bahasa Belanda berarti
“sebagian dari suatu kenyataan” atau een gedeelte van de
werkelijkheid, sedang strafbaar berarti “dapat dihukum”, sehingga
secara harfiah perkataan strafbaar feit itu dapat diteriemahkan
sebagai “sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum’,

yang sudah barang tentu tidak tepat karena kelak akan kita

6 Chalrul Huda, 2006, “Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan’ Menuju Kepada ‘Tiada
Pertanggungjawaban Pidana tanpa Kesalahan’; Tinjauan Kritis Terhadap Teori
Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, Fajar Interpratama
Offset, Jakarta, him. 26.

" Amir llyas, 2012, Asas-Asas Hukum Pidana, Mahakarya Rangkang Offset
Yogyakarta, Yogyakarta, him 18.

14



ketahui bahwa yang dapat dihukum itu sebenarnya adalah
manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan, perbuatan

ataupun tindakan.

Delik dalam bahasa Belanda disebut strafbaarfeit, yang
terdiri atas tiga kata, yaitu straf, baar dan feit. Yang masing-

masing memiliki arti :

1. Straf di artikan sebagai tindak pidana dan hukum;
2. Baar diartikan sebagai dapat dan boleh; dan
3. Feit diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran dan

perbuatan.

Jadi istilah strafbaarfeit adalah peristiwva yang dapat
dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana. Sedangkan delik
dalam bahasa asing disebut delict yang artinya suatu perbuatan

yang pelakunya dapat dikenakan hukuman (pidana).®

Oleh karena itu, seperti yang telah dikatakan diatas,
bahwa pembentuk undang-undang kita itu tidak memberikan
sesuatu penjelasan mengenai apa yang sebenarnya telah ia

maksud dengan perkataan strafbaar feit, maka timbullah di dalam

8 lbid., him. 19.
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doktrin berbagai pendapat tentang apa sebenarnya yang

dimaksud dengan strafbaar feit tersebut.®

Berikut beberapa pengertian tentang “strafbaar feit” yang
dikemukakan oleh para ahli, Hazewinkel-Suringa'® berpendapat

bahwa :

“Strafbaar feit sebagai suatu perilaku manusia yang pada
suatu saat tertentu telah ditolak di dalam sesuatu
pergaulan hidup tertentu dan dianggap sebagai perilaku
yang harus di tiadakan oleh hukum pidana dengan
menggunakan sarana-sarana yang bersifat memaksa yang
terdapat didalamnya.”

Kemudian menurut van Hattum?!!, berpendapat strafbaar feit
ialah :

“strafbaar itu berarti voor straf in aanmerking komend atau
straf verdienend yang juga mempunyai arti sebagai pantas
untuk di hukum, sehingga perkataan strafbaar feit haruslah
diartikan sebagai suatu tindakan karena telah melakukan
tindakan semacam itu membuat seseorang dapat
dihukum.”

Menurut Pompe'?, bahwa ada 2 (dua) macam definisi
strafbaarfeit, yaitu :
“‘Definisi  teoritis, strafbaar feit merupakan suatu

pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum yang
dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja telah

® P.A.F. Lamintang, Franciscus Theojunior Lamintang, 2014, Dasar-Dasar Hukum
Pidana di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, him. 179.

10 Ibid., him. 180.

1 Ibid., him. 182.

12 Amir llyas, Op.cit, him. 26.
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dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan
hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi
terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan
umum.”

“Definisi yang bersifat perundang-undangan yaitu suatu
peristwva yang oleh Undang-Undang di tentukan
mengandung perbuatan (handeling) dan pengabaian
(nalaten); tidak berbuat; berbuat pasif, biasanya dilakukan
didalam beberapa keadaan yang merupakan bagian dari
suatu peristiwa.”

Lebih lanjut, van Hamel*3, menyatakan :

“strafbaar feit perbuatan manusia yang diuraikan oleh
undang-undang, melawan hokum. Strafwaarding (patut
atau bernilai untuk dipidana) dan dapat dicela karena
kesalahan (en aan schuld te wijten).”

Sedangkan Vos!, berpendapat bahwa :

“strafbaar feit ialah kelakuan atau tingkah laku manusia,
yang oleh peraturan perundang-undangan diberikan
pidana.”

Andi Hamzah'® dalam bukunya Asas-Asas Hukum pidana
memberikan definisi mengenai delik, yakni :

“‘Delik adalah suatu perbuatan atau tindakan yang
terlarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-
undang (pidana).”

Lanjut Moeljatno'® mengartikan strafbaar feit sebagai berikut :

13 H. A. Zainal Abidin Farid, Op.cit, him. 225.
4 1bid., him. 225.
15 Amir llyas, Op.cit, him. 19.
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“Strafbaar feit itu sebenarnya adalah suatu kelakuan
manusia yang diancam pidana oleh peraturan perundang-
undangan.”

Dari beberapa pendapat yang telah dikemukakan oleh
para ahli, penulismenyimpulkan bahwa segala perbuatan yang
telah di atur didalam undang-undang itu wajib untuk
dilaksanakan, jika ditemukan pelanggaran dan unsur-unsur
perbuatan pidana terpenuhi, maka setiap orang harus melakukan
pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya.
Oleh karena itu, istilah diatas yang telah dikemukakan oleh
beberapa para ahli itu tidak mengikat selama tidak mengubah

makna dari strafbaar feit itu sendiri.

b. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Berdasarkan definisi tindak pidana tersebut diatas, maka
dapat dijelaskan bahwa suatu tindakan atau kejadian/peristiwa
dapat dikatakan sebagai suatu perbuatan pidana jika perbuatan

itu memenuhi unsur-unsur sebagai berikut!’ :

1. Harus ada suatu perbuatan manusia;

18 1bid., him. 19.
7H. Ishaq, 2014, Pengantar Hukum Indonesia, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta,
him. 137.
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2. Perbuatan manusia itu harus melawan  hukum
(wederrechtelijk);

3. Perbuatan itu diancam dengan pidana (strafbaar gesteld)
dalam undang-undang;

4. Harus dilakukan oleh seorang yang mampu
bertanggungjawab (toerekeningsvatbaar); dan

5. Perbuatan itu harus terjadi karena kesalahan (schuld) si

pembuat.

Pada hakikatnya, setiap perbuatan pidana harus terdiri
dari unsur-unsur lahiriah (fakta) oleh perbuatan, mengandung
kelakuan dan akibat yang ditimbulkan karenanya. Keduanya
memunculkan kejadian dalam alam lahir (dunia).*®

Setiap tindak pidana yang terdapat di dalam Kitab
Undang-Undang Hukum Pidana itu pada umumnya dapat kita
jabarkan ke dalam unsur-unsur yang pada dasarnya dapat kita
bagi menjadi dua macam unsur, yakni unsur-unsur subjektif dan
unsur-unsur objektif.

Yang dimaksud dengan unsur subjektif itu adalah unsur

yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan

18 Moeljatno, 2015, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, him. 64.
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diri si pelaku, dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu

yang terkandung di dalam hatinya. Sedang yang dimaksud

dengan unsur objektif itu adalah unsur yang ada hubungannya

dengan keadaan, yaitu di dalam keadaan mana tindakan dari si

pelaku itu harus dilakukan. Unsur subjektif dari sesuatu tindak

pidana itu adalah :

1.

2.

Kesengajaan atau ketidaksengajaan (dolus atau culpa);
Maksud atau voornemen pada suatu percobaan atau poging
seperti yang di dalam Pasal 53 Ayat (1) KUHP;
Macam-macam maksud atau oogmerk seperti terdapat
misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan,
pemerasan, pemalsuan dan lain-lain;

Merencanakan terlebih dahulu atau voorbedachte raad
seperti yang misalnya terdapat di dalam kejahatan
pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP; dan

Perasaan takut atau vress seperti antara lain terdapat di

dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

Unsur objektif dari sesuatu tindak pidana itu adalah :

1.

2.

Sifat melanggar hukum atau wederrechtelijkheid;
Kualitas dari si pelaku, misalnya “keadaan sebagai seorang

pegawai negeri” di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal
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415 KUHP atau “keadaan sebagai pengurus atau komisaris
dari suatu perseroan terbatas” di dalam kejahatan menurut
Pasal 398 KUHP. Kausalitas, yakni hubungan antara suatu
tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan

sebagai akibat.

Perlu kita ingat bahwa unsur wederrechtelijk itu selalu
harus dianggap sebagai di syaratkan di dalam setiap rumusan
delik, walaupun unsur tersebut oleh pembentuk undang-undang
telah tidak dinyatakan secara tegas sebagai salah satu unsur dari
delik yang bersangkutan.*®

Onrechtmatigheid ini juga dinamakan wederrechttelijk ini
adalah berarti sama, tetapi dengan nama wederrechtlijkheid ini
adakalanya unsur ini secara tegas disebutkan dalam perumusan
ketentuan hukum pidana (strafbepaling). Misalnya, dalam Pasal
362 KUHPidana tentang pencurian disebutkan bahwa pencurian
ini adalah mengambil barang milik orang lain dengan maksud
untuk memiliki barang tersebut secara wederrechtlijk atau secara
melanggar hukum. Artinya, si pelaku harus tidak mempunyai hak
atas barang itu sebab jika hak ini ada pada si pelaku, misalnya

apabila ada perjanjian bahwa barang itu akan diserahkan kepada

19 p.AF. Lamintang dan Franciscus Theojunior Lamintang, Op.cit, him. 192-193.
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si pelaku maka tidak ada wederrechtlijk, tidak ada sifat melanggar
hukum.

Akan tetapi, biasanya unsur wederrechtlijk ini tidak
disebutkan dalam suatu Pasal ketentuan hukum pidana,
sedangkan seperti diuraikan di atas, pada tiap tindak pidana tentu
ada unsur wederrechtlijk atau sifat melanggar hukum.2°

Semua bagian dari inti delik harus di muat di dalam
dakwaan penuntut umum. Bagian inti tersebut yang harus di teliti
oleh hakim secara seksama seperti dimuat di dalam surat
dakwaan Penuntut Umum. Bilamana hakim berpendapat, bahwa
satu atau lebih bagian inti delik tidak terbukti, maka berdasarkan
Pasal 352 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
Belanda, hakim harus membebaskan terdakwa (vrijspraak).
Sebaliknya, jikalau hakim harus berpendapat bahwa semua
bagian inti delik terbukti, maka berdasarkan 351 Sv. tersebut
hakim harus menjatuhkan  sanksi atau pemidanaan
(veroordeling). Dapat terjadi bahwa Penuntut Umum lupa
merumuskan salah satu bagian inti delik, maka berarti bahwa
Penuntut Umum tidak mendakwakan suatu perbuatan tercela,

tetapi tidak memenuhi persyaratan uraian undang-undang, yang

20 Wirjono Prodjodikoro, 2014, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, Refika Aditama,
Bandung, him. 64-65.
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walaupun perbuatan yang didakwakan itu terbukti semua

terdakwa tidak dapat dipidana (melanggar asas legalitas).?*

c. Jenis-Jenis Pidana

Adapun jenis pidana yang diatur dalam Pasal 10 Kitab
Undang-Undang Hukum Pidana, terdiri atas 2 jenis, yaitu :
1) Hukuman-hukuman pokok

a) Hukuman mati;

b) Hukuman penjara;

¢) Hukuman kurungan; dan

d) Hukuman denda.
2) Hukuman-hukuman tambahan

a) Pencabutan beberapa hak yang tertentu;

b) Perampasan barang tertentu; dan

c) Pengumuman keputusan hakim.

Hukuman pokok yaitu hukuman yang terlepas dari
hukuman lain, berarti dapat dijatuhkan kepada terpidana secara

mandiri. Sedangkan hukuman tambahan, yaitu hukuman yang

21 H, A. Zainal Abidin Farid, Op.cit, him. 226-227.
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tidak dapat dijatuhkan tanpa ada hukuman pokok (tidak

mandiri).?

2. Tindak Pidana Pemalsuan Surat
a. Pengertian Tindak Pidana Pemalsuan Surat

Pemalsuan surat adalah tindak pidana yang
implikasinya berdampak pada kebenaran dan kepercayaan
terhadap orang. Palsu artinya tidak benar atau bertentangan
dengan yang sebenarnya. Pelaku memakai surat palsu
bertujuan untuk memperoleh keuntungan bagi diri sendiri.

Dalam rumusan pemalsuan surat terdapat dua
perbuatan, yaitu membuat surat palsu dan memalsukan surat.
Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, membuat
surat palsu adalah membuat yang isinya bukan semestinya
(tidak benar), atau membuat surat sedemikian rupa, sehingga
menunjukkan asal surat itu tidak benar. Sedangkan memalsu
surat adalah mengubah surat sedemikian rupa, sehingga
isinya menjadi lain dari isi yang asli atau sehingga surat itu
menjadi lain daripada yang asli. Adapun caranya bermacam-
macam. Tidak senantiasa perlu, bahwa surat itu diganti

dengan yang lain. Dapat pula dilakukan dengan jalan

22 H, Ishaq, Op.cit, him. 137-138.
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mengurangkan, menambah atau mengubah sesuatu dari
surat itu.?3
Membuat surat palsu dapat berupa hal-hal berikut?* :

1. Membuat surat yang sebagian atau seluruh isi surat tidak
sesuai atau bertentangan dengan kebenaran. Membuat
surat palsu yang demikian di sebut dengan pemalsuan
intelektual  (intelectuele  valschheids). Pemalsuan
intelektual adalah pemalsuan terhadap isi suratnya.
Perbuatan dalam pemalsuan intelektual bisa merupakan
perbuatan membuat surat palsu dan juga bisa perbuatan
memalsu surat.

2. Membuat sebuah surat seolah-olah surat itu berasal dari
orang lain selain si pembuat surat. Membuat surat palsu
yang demikian ini disebut dengan pemalsuan materiil
(materiele Valschheid). Palsunya surat atau tidak
benarnya surat terletak pada asalnya atau si pembuat

surat.

Disamping isi dan asalnya sebuah surat disebut

sebuah surat palsu, apabila tandatangannya yang tidak

2 R. Soesilo , 1986, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Politeia, Bogor, him. 195.
24 Adami Chazawi dan Ardi Ferdian, Op.cit, him. 138.
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benar. Pemalsuan surat mengenai nama dan tanda
tangannya ini ada dua macam :

1. Membuat dengan meniru tanda tangan seseorang yang
tidak ada orangnya, seperti orang yang telah meninggal
dunia atau secara fiktif (dikarang-karang);

2.Membuat dengan meniru tanda tangan orang lain baik
dengan persetujuannya ataupun tidak.

Tanda tangan yang dimaksud disini adalah termasuk
juga tanda tangan dengan menggunakan cap/stempel
tandatangan. Begitu juga tanda tangan dengan menggunakan
mesin “scanner”. Tanda tangan seperti itu bukanlah termasuk
tanda tangan palsu, dan orang yang menggunakan
cap/stempel tanda tangan atau menempatkan tanda tangan
dengan mesin scanner bukan termasuk perbuatan meniru
tanda tangan orang lain, dan bukanlah termasuk membuat
surat palsu sebagaimana dalam Pasal 263 Ayat (1).
Alasannya, orang yang menggunakan cap/stempel tanda
tangan bukan miliknya di atas surat tersebut, telah mendapat
perintah atau persetujuan orang yang sebenarnya memiliki
tanda tangan. Apabila syarat ini tidak dipenuhi, maka tanda

tangan tersebut termasuk tanda tangan palsu, dan orang yang
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menggunakan stempel tanda tangan atau mesin scanner
tersebut dapat dipidana karena melanggar Pasal 263 Ayat (1).

Mengenai hal ini dapat dibandingkan dengan putusan
Hoge Raad dalam putusannya tanggal 12 Februari 1920 yang
dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa
disamakan dengan menandatangani surat ialah dengan
membubuhkan stempel tanda tangannya.

Berbeda halnya dengan Hoge Raad tersebut tidak bisa
di terapkan pada perbuatan membubuhkan tanda tangan
stempel/ cap atau tanda tangan dengan menggunakan mesin
scanner sebagaimana telah diterangkan sebelumnya.
Mengenai tanda tangan stempel/cap atau dengan
menggunakan mesin scanner pada dasarnya coretan/goresan
tanda tangan tidak dilakukan melalui tangan orang yang
menggunakan cap/stempel atau yang menggunakan mesin
scanner. Sementara tanda tangan atas persetujuan si pemilik
tanda tangan dilakukan melalui goresan tangan bukan si
pemilik tanda tangannya sendiri. Oleh karena itu,
pertimbangan hukum arrest Hoge Raad tersebut boleh di
terima.

Menurut Adami Chazawi dan Ardi Ferdian dalam

bukunya, meskipun tanda tangan yang dilakukan oleh orang
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lain atas perintah si pemilik tanda tangan oleh Hoge Raad
dianggap sebagai tanda tangan palsu, namun pada si
pembuatnya tidak boleh di pidana. Namun dijatuhi putusan
yang amarnya pelepasan dari segala tuntutan hukum (ontslag
van alle rechtsvervolging). Alasannya, bahwa persetujuan atau
perintah oleh yang bersangkutan tersebut dapat dianggap
sebagai alasan peniadaan sifat melawan hukumnya perbuatan
itu. Jadi termasuk alasan pembenar yang meniadakan pidana

di luar undang-undang.?®

b. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pemalsuan Surat

Kejahatan pemalsuan surat pada umumnya adalah
berupa pemalsuan surat dalam bentuk pokok (bentuk standar)
yang dimuat dalam Pasal 263, yang rumusannya adalah
sebagai berikut :

(1) Barangsiapa membuat surat palsu atau memalsukan
surat, yang dapat menerbitkan sesuatu hak, sesuatu
perjanjian (kewajiban) atau sesuatu pembebasan
hutang, atau yang boleh di peruntukkan sebagai
keterangan bagi suatu perbuatan, dengan maksud
akan menggunakan atau menyuruh orang lain
menggunakan surat-surat itu seolah-olah itu asli dan
tidak dipalsukan, maka kalau pergunakannya dapat
mendatangkan sesuatu kerugian dihukum karena
pemalsuan surat, dengan hukuman penjara selama-
lamanya enam tahun.

25 |bid., him. 140-141.
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(2) Dengan hukuman yang serupa itu juga dihukum,
barang siapa dengan sengaja menggunakan surat
palsu atau yang dipalsukan itu seolah-olah surat itu
asli dan tidak dipalsukan, kalau hal mempergunakan
dapat mendatangkan sesuatu kerugian.

Pemalsuan surat dalam Pasal 263 terdiri dari dua
bentuk tindak pidana, masing-masing dirumuskan dalam ayat
(1) dan ayat (2). Berdasarkan unsur perbuatannya pemalsuan
ayat (1), disebut dengan membuat surat palsu dan memalsu
surat. Sementara pemalsuan surat dalam ayat (2) disebut
dengan memakai surat palsu atau surat yang dipalsu.
Meskipun dua bentuk tindak pidana tersebut saling
berhubungan, namun masing-masing berdiri sendiri-sendiri,
yang berbeda tempos dan locus tindak pidananya serta
dilakukan oleh si pembuat yang tidak sama.

Apabila rumusan ayat (1) dirinci, maka dapat diketahui
unsur-unsurnya sebagai berikut :

Unsur yang objektif :
a. Perbuatannya
1) Membuat palsu;
2) Memalsu;
b. Objeknya

1) Surat yang dapat menimbulkan suatu hak;
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2) Surat yang dapat menimbulkan suatu
perikatan;
3) Surat yang dapat menimbulkan suatu
pembebasan hutang;
4) Surat yang diperuntukkan sebagai bukti
daripada suatu hal,
c. Pemakaian surat tersebut dapat menimbulkan
kerugian.
Unsur yang subijektif :
d. Kesalahan :
1) Dengan maksud untuk memakai atau
menyuruh orang lain memakai seolah-olah

isinya benar dan tidak dipalsu.

Pasal 263 Ayat (2) merumuskan bahwa “diancam
dengan pidana yang sama, barang siapa yang dengan
sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsu seolah-olah
asli, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.”
Bila dirinci, maka didalam rumusan tersebut terdapat unsur-
unsur sebagai berikut?® :

Unsur yang objektif :

26 |bid., him. 159.
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a. Perbuatannya :
1) Memakai;
b. Objeknya :
1) Surat palsu;
2) Surat yang dipalsu;
c. Seolah-olah asli;
Unsur yang subijektif :
d. Kesalahan:

1) Dengan sengaja.

Unsur-unsur yang membentuk rumusan tindak pidana

pemalsuan surat Pasal 263 Ayat (1) KUHPidana, sebagai

berikut :

a.

Perbuatan  Membuat Surat Palsu (Valschrlijk
Opmaaken) dan Perbuatan Memalsu (Vervalschen)
Dalam rumusan pemalsuan surat ayat (1) terdapat
dua perbuatan ialah membuat surat dan memalsu surat.
Bila dihubungkan dengan objeknya sebuah surat,
perbuatan yang pertama biasanya disebut sebagai
perbuatan membuat surat palsu. Pengertian membuat
surat palsu adalah membuat sebuah surat (yang

sebelumnya tidak ada surat) yang isi seluruhnya atau pada
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bagian-bagian tertentu tidak sesuai dengan sebenarnya
atau bertentangan dengan kebenaran atau palsu. Surat
yang dihasilkan oleh perbuatan membuat surat palsu ini
disebut dengan “surat palsu” atau “surat yang tidak asli.”

Palsu sebagian isinya juga termasuk pengertian
membuat surat palsu melanggar Pasal 263 Ayat (1),
misalnya tanggal (tempos) dibuatnya surat, atau nama Si
pembuat surat, bahkan perbedaan ejaan dari sebuah kata
atau nama, asalkan tidak benarnya tersebut dapat
menimbulkan kerugian apabila surat yang demikian
tersebut digunakan. Jadi, potensialnya timbul kerugian dari
penggunaan sebuah surat yang isinya palsu atau dipalsu
itu harus ada hubungannya dengan pada bagian isi yang
palsu tersebut, tidak perlu ada keseluruhan isi surat.
Potensialnya, kerugian itu harus diakibatkan oleh isi yang
tidak benar dari surat itu.?’

Perbedaan lain adalah mengenai istilah yang
digunakan, ialah kalau surat yang dihasilkan oleh
perbuatan membuat surat palsu, surat semacam itu
disebut dengan surat palsu atau surat tidak asli.

Sedangkan surat yang dihasilkan oleh perbuatan memalsu

21 Adami Chazawi dan Ardi Ferdian, Loc.cit.
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surat disebut dengan surat yang dipalsu. Memalsu surat
dapat pula terjadi selain terhadap isi/bunyi surat juga
dapat dilakukan terhadap tanda tangan atau nama orang

yang tanda tangannya tercantum dalam surat itu.?®

b. Objek : Surat yang Dapat Menimbulkan Suatu Hak;
yang Menimbulkan Suatu Perikatan; yang
menimbulkan Suatu Pembebasan Hutang; yang
Diperuntukkan Sebagai Bukti dari Suatu Hal

Tidak semua surat dapat menjadi objek pemalsuan
surat, melainkan terbatas pada 4 macam surat, yakni :
1. Surat yang dapat menimbulkan suatu hak;

Pada umumnya, sebuah surat tidak melahirkan
secara langsung adanya suatu hak, melainkan hak itu
timbul dari adanya perikatan hukum (perjanjian) yang
tertuang dalam surat itu, tetapi ada surat-surat tertentu
yang disebut surat formil yang langsung melahirkan
suatu hak tertentu, misalnya cek, bilyet giro, wesel,

surat izin mengemudi, ijazah dan lain sebagainya.

2. Surat yang dapat menimbulkan suatu perikatan;

28 |bid., him. 144.
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Surat yang Dberisi suatu perikatan pada
dasarnya berupa surat yang karena perjanjian itu
melahirkan hak. Misalnya, surat jual beli melahirkan
hak si penjual untuk menerima uang pembayaran
harga denda dan pembeli mempunyai hak untuk

memperoleh atau menerima benda yang dibelinya.?®

. Surat yang dapat menimbulkan pembebasan hutang;
Surat yang membebaskan hutang atau surat
yang menimbulkan pembebasan hutang, artinya
menghapuskan kewajiban hukum untuk
membayar/menyerahkan sejumlah uang. Jadi hutang
tidak selamanya harus diartikan sebagai perbuatan

hukum hutang-piutang (objeknya uang).

. Surat yang diperuntukkan bukti mengenai sesuatu hal

Mengenai unsur-usnur surat yang
diperuntukkan sebagai bukti akan adanya sesuatu hal,
didalamnya ada 2 hal yang perlu dibicarakan, yakni :
1) Mengenai diperuntukkan sebagai bukti;

2) Tentang sesuatu hal.

29 Adami Chazawi, Op.cit, him. 102.
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Arti bukti adalah bahwa surat itu mempunyai nilai
pembuktian atau kekuatan pembuktian (bewijskracht).
Sebuah surat yang demikian itu karena sifatnya
mempunyai nilai pembuktian mengenai isinya. Dalam hal
ini, bukan pembuat surat yang menentukan nilai
pembuktian itu, melainkan  undang-undang atau
kekuasaan tata usaha Negara (administratief gezag).*°

Sesuatu hal, yang dimaksud di atas adalah kejadian
atau peristiva tertentu baik yang diadakan (misalnya
perkawinan) maupun peristiwva alam (misalnya kelahiran
dan kematian), peristiwa tersebut mempunyai suatu akibat
hukum. Hoge Raad dalam suatu arrestnya (22-10-1923)
menyatakan bahwa “yang diperhatikan sebagai bukii
sesuatu hal adalah kejadian yang menurut hukum
mempunyai pengaruh, jadi yang berpengaruh terhadap
hubungan hukum orang-orang yang bersangkutan”

(Soenarto Soerodibroto, 1994;155).3!

30 Adami Chazawi dan Ardi Ferdian, 1bid, him. 147.
31 Adami Chazawi, Op.cit, him. 102-103.
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c. Pemakaian Surat Tersebut Dapat Menimbulkan

Kerugian

Tentang unsur  Kkerugian ini,  dirumuskan
selengkapnya yakni: “jika surat tersebut digunakan dapat
menimbulkan  kerugian.” Dalam unsur terkandung
pengertian :

e Bahwa pemakaian surat belumlah dilakukan, dan tidak
perlu dilakukan. Hal ini ternyata dari anak kalimat “jika
surat tersebut digunakan.” Apabila pemakaian surat
sudah dilakukan, maka terjadi dua tindak pidana.
Pertama tindak pidana ayat (1) dan kedua tindak
pidana ayat (2). Bisa dilakukan oleh satu orang
pembuat, maupun dilakukan oleh pembuat yang
berbeda.

e Oleh sebab pemakaian surat belum dilakukan, maka
dengan sendirinya kerugian tersebut belum timbul
secara nyata. Hal ini ternyata dari dimuatkan
perkataan “jika” di dalam anak kalimat “jika surat
tersebut digunakan” dalam rumusan tindak pidana ayat

(1) tersebut.

32 Adami Chazawi dan Ardi Ferdian, Ibid, him. 152.
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Tidak ada ukuran tertentu untuk menentukan
kerugian jika surat palsu tersebut digunakan. Yang
terpenting dari unsur ini adalah surat yang dipalsu atau
pemakaian surat palsu dapat menimbulkan kerugian
baik untuk orang lain maupun diri dari si pembuat surat

tersebut.

B. Analisis Kualifikasi Tindak Pidana Pemalsuan Tanda Tangan

Surat Keterangan Cerai

Setelah membaca literatur serta perundang-undangan
terkait, hingga penulis mengkualifikasi tindak pidana pemalsuan
tanda tangan diatur dalam Pasal 263 Ayat (1) dan (2) KUHP
tentang Pemalsuan Surat.

Permasalahan yang penulis bahas ialah terkait
permasalahan pemalsuan surat oleh Rikmawati di Sinjai sebagai
Terdakwa.

a. Pasal 263 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana :
“Barangsiapa membuat surat palsu atau memalsukan surat,
yang dapat menerbitkan sesuatu hak, sesuatu perjanjian
(kewajiban) atau sesuatu pembebasan hutang, atau yang
boleh di peruntukkan sebagai keterangan bagi suatu
perbuatan, dengan maksud akan menggunakan atau
menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu seolah-

olah itu asli dan tidak dipalsukan, maka kalau pergunakannya
dapat mendatangkan sesuatu kerugian dihukum karena
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pemalsuan surat, dengan hukuman penjara selama-lamanya
enam tahun.”

Adapun unsur-unsur yang terdapat didalam Pasal 263 Ayat

(1) KUHP, ialah sebagai berikut :

(1) Unsur Barangsiapa

(2)

Yang dimaksud dengan “barangsiapa” yakni setiap
orang termasuk badan hukum tanpa terkecuali sebagai
subjek hukum pidana yang mengemban hak dan
kewajiban hukum serta mampu bertanggungjawab atas

segala perbuatannya.

Unsur Membuat Surat Palsu atau Memalsu Surat

Yang dimaksud dengan “membuat surat palsu
atau memalsu surat” yakni membuat surat palsu adalah
membuat yang isinya bukan semestinya (tidak benar),
atau membuat surat sedemikian rupa, sehingga
menunjukkan asal surat itu yang tidak benar. Sedangkan,
memalsu surat adalah mengubah surat sedemikian rupa,
sehingga isinya menjadi lain dari isi yang asli atau
sehingga surat itu menjadi lain daripada yang asli.
Adapun caranya bermacam-macam. Tidak senantiasa

perlu, bahwa surat itu dganti dengan yang lain. Dapat
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pula dilakukan dengan jalan mengurangkan, menambah

atau merubah sesuatu dari surat itu.33

(3) Unsur Yang Dapat Menerbitkan Sesuatu Hak, Sesuatu
Perjanjian (Kewajiban) atau Sesuatu Pembebasan Utang
Yang dimaksud dengan “dapat menerbitkan

sesuatu hak, sesuatu perjanjian (kewajiban) atau sesuatu
pembebasan utang” yakni hak yang timbul dari adanya
perikatan hukum (perjanjian) yang tertuang dalam surat

itu.

(4) Unsur Boleh Dipergunakan Sebagai Keterangan Bagi
Sesuatu Perbuatan

Yang dimaksud dengan “boleh dipergunakan

sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan” yakni surat

tersebut memiliki kekuatan pembuktian serta memiliki

pengaruh terhadap perbuatan hukum.

(5) Unsur Dengan Maksud Akan Menggunakan Atau
Menyuruh Orang lain Menggunakan Surat-Surat Itu

Seolah-Olah Surat Itu Asli Dan Tidak Dipalsukan

33 R. Soesilo , 1986, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Loc.cit.
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Yang dimaksud “dengan  maksud  akan
menggunakan atau menyuruh orang lain Menggunakan
Surat-Surat Itu Seolah-Olah Surat Itu Asli Dan Tidak
Dipalsukan ” yakni suatu perbuatan yang dilakukan atau
baru akan dilakukan serta melibatkan orang lain dalam
perbuatannya. Sebelum melakukan perbuatan ataupun
menyuruh orang melakukan perbuatan, orang yang
menggunakan harus betul-betul mengetahui bahwa surat
yang ia gunakan palsu. Dalam unsur ini, adanya orang-
orang yang terpedaya dengan digunakannya surat-surat
yang demikian. Surat itu berupa alat yang digunakan
untuk memperdaya orang, orang mana adalah orang
yang menganggap surat itu asli dan tidak dipalsu, orang
terhadap siapa maksud surat itu digunakan, bisa orang-
orang pada umumnya dan bisa juga orang tertentu.
Seperti membuat SIM (Surat Izin Mengemudi) dirinya
secara palsu, yang terpedaya adalah Polisi, dan bila
penggunaannya dengan maksud untuk diterimanya
bekerja sebagai sopir, maka yang terpedaya adalah

majikannya yang akan memperkerjakan orang itu.3*

34 Eko Adi Susanto (dkk), Pertanggungjawaban Pidana Yang Memakai Surat Palsu
Ditinjau dari Pasal 263 Ayat (2) KUHP, Jurnal Daulat Hukum, Fakultas Hukum
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(7) Unsur Kalau Mempergunakannya Dapat Mendatangkan
Suatu Kerugian

Yang dimaksud dengan “kalau

mempergunakannya dapat mendatangkan  suatu

kerugian” yakni “dapat” maksudnya tidak perlu keruigian

itu betul-betul sudah ada, baru kemungkinan akan

adanya kerugian itu sudah cukup.

b. Pasal 263 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana :
‘Dengan hukuman yang serupa itu juga dihukum, barang
siapa dengan sengaja menggunakan surat palsu atau yang
dipalsukan itu seolah-olah surat itu asli dan tidak
dipalsukan, kalau hal mempergunakan dapat
mendatangkan sesuatu kerugian.”

Adapun unsur-unsur yang terdapat didalam Pasal 263
Ayat (2) KUHP, sebagai berikut :
(1) Unsur Barangsiapa
Yang dimaksud dengan “barangsiapa” yakni

setiap orang termasuk badan hukum tanpa terkecuali

sebagai subjek hukum pidana yang mengemban hak

UNISSULA, Vol. 1 Nomor 1 Maret 2018, him. 8.
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dan kewajiban hukum sertam mampu
bertanggungjawab atas segala perbuatannya.
(2) Unsur Dengan Sengaja
Yang dimaksud “dengan sengaja” yakni suatu
perbuatan yang dilakukan secara sadar akan adanya
suatu keuntungan untuk dirinya sendiri dan tidak

menyadari keberhakkannya atas keuntungan tersebut.

(3) Unsur Menggunakan Surat Palsu atau yang Dipalsukan
Itu Seolah-Olah Surat Itu Asli dan Tidak Dipalsukan
Yang dimaksud “menggunakan surat palsu atau
yang dipalsukan itu seolah-olah surat itu asli dan tidak
dipalsukan” yakni perbuatan yang dilakukan secara
sadar dan orang yang menggunakan surat tersebut
harus mengetahui betul-betul bahwa surat yang ia
gunakan itu palsu. Jika ia tidak tahu akan hal itu, ia

tidak dihukum.

(4) Unsur Kalau Hal Mempergunakan Dapat
Mendatangkan Sesuatu Kerugian
Yang dimaksud “kalau hal mempergunakan dapat

mendatangkan sesuatu kerugian® vyakni “dapat’
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maksudnya tidak perlu keruigian itu betul-betul sudah
ada, baru kemungkinan akan adanya kerugian itu

sudah cukup.

Berdasarkan uraian kualifikasi perbuatan pidana diatas,
penulis menganalisis kemudian menemukan persamaan dan
juga perbedaan dari kedua dakwaan yang diajukan oleh
penuntut umum. Pada Pasal 263 Ayat (1), mengatur tentang
membuat surat palsu dan memalsu surat jika pemakaian tersebut
dapat menimbulkan kerugian. Membuat surat palsu yang
dimaksud adalah membuat surat yang isinya bukan semestinya
atau dengan kata lain dari awal sudah dibuat palsu. Sedangkan,
memalsu surat yakni surat yang awal mulanya sudah benar
kemudian ada bagian yang diganti menjadi tidak semestinya.
Dan unsur dapat menimbulkan kerugian, kata “dapat” bermakna
tidak butuh kerugian itu sudah betul-betul ada, kemungkinan
akan timbul kerugian juga sudah termasuk kedalam unsur Pasal
ini. Tidak juga menjadi persoalan apabila terdakwa berhasil atau
tidak dalam perbuatannya, sebab yang menentukan ialah dari
pemakaiannya itu dapat menimbulkan kerugian ataupun tidak.
Kerugian yang dimaksud disini ialah kerugian materiil dan moril.

Dan
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Sedangkan Pasal 263 Ayat (2) mengatur tentang dengan
sengaja menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan.
Mempergunakan artinya menyerahkan surat itu kepada orang
lain yang harus mempergunakannya lebih lanjut ataupun
menyerahkan surat itu ditempat dimana surat tersebut
diperlukan. Dalam hal mempergunakan yang dimaksud disini,
harus pula dibuktikan bahwa orang yang bertindak seolah-olah
surat itu asli da tidak dipalsukan, dan perbuatan itu harus
mendatangkan kerugian.

Persamaan dari Pasal 263 Ayat (1) dan Ayat (2) yaitu
terletak pada ketentuan pidananya. Dari kedua Pasal tersebut
sama-sama memuat ketentuan pidana penjara selama-lamanya

enam tahun.
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